PERTEMUAN I

PENDAHULUAN

A. Definisi 

Hukum Acara Perdata adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tentang cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain, terhadap negara atau terhadap badan-badan hukum, begitu pula sebaliknya, apabila hak dan kewajiban mereka terganggu melalui suatu badan yang disebut badan peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) sehingga tercipta tertib hukum.  Hukum Acara Perdata merupakan hukum yang bersifat formil, artinya hukum yang digunakan untuk mempertahankan hukum materiil yaitu sumber hukum perdata materiil seperti KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Sejarah Hukum Acara Perdata Di Indonesia


Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai unifikasi hukum acara perdata, artinya belum ada undang-undang nasional yang mengatur tentang hukum acara perdata ini, sehingga masih menggunakan produk peninggalan Hindia Belanda, yaitu :

1. HIR, pada zaman Hindia Belanda HIR merupakan kependekan dari Het Herziene Inlands Reglement.   Setelah Indonesia merdeka peraturan tersebut masih tetap berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 juncto Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, sehingga namanya dikonversi menjadi Het Herziene Indonesisch Reglement.  Pada mulanya HIR ini terdiri dari … pasal, namun setelah namanya diganti menjadi Het Herziene Indonesisch Reglement, Pasal 1 sampai dengan Pasal 117 HIR menjadi tidak berlaku lagi, sehingga yang berlaku mulai dari Pasal 118.

2. RBg, merupakan kependekan dari Reglement Buitengewesten yang berlaku bagi orang-orang Eropa dan sebagian Timur Asing pada zaman Hindia Belanda.  Setelah Indonesia merdeka RBg ini masih tetap berlaku untuk orang Indonesia khusus untuk luar Jawa dan Madura, sehingga sering disebut dengan Reglemen untuk daerah seberang, karena dulu Bumi Putera dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu : golongan Bumi Putera di Jawa & Madura serta golongan Bumi Putera di Luar Jawa & Madura.

3. Rv, merupakan kependekan dari Rechtvordering.  Pada mulanya Rv hanya berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing.  Setelah Indonesia merdeka Rv ini berlaku untuk orang Indonesia apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam HIR dan RBg.  Sebelum HIR dikonversi menjadi Het Herziene Indonesisch Reglement, pasal-pasal  dalam HIR berlaku seluruhnya dan berdasarkan Pasal 393 HIR ditentukan bahwa tidak boleh menggunakan ketentuan hukum selain dari HIR, namun setelah Indonesia merdaka dan HIR tersebut dikonversi kepanjangannya, ternyata Pasal 393 HIR itu dicabut, sehingga apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam HIR dapat digunakan ketentuan RBg dan atau Rv, seperti cara membuat gugatan tidak diatur dalam HIR sehingga dapat dilihat dari Rv, begitu pula dengan perubahan dan pencabutan gugatan.

C. Sifat dan Tujuan Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata sebagai privatrecht yaitu hukum yang mengatur kepentingan seseorang secara pribadi, bersifat memaksa dan terikat artinya dalam hukum acara perdata hanya dapat menggunakan sumber-sumber hukum acara perdata (diuraikan kemudian).

Tujuan hukum acara perdata adalam melaksanakan hukum perdata materiil.  Kebenaran yang hendak dicapai dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil, karena dalam perkara perdata hakim berwenang memberi kebebasan kepada pihak yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa secara damai sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg mengenai Court Dispute Resolution artinya putusan yang diambil hakim adalah putusan berdasarkan akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum sama seperti putusan hakim biasa.  Terhadap putusan yang diambil berdasarkan akta perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi, jadi dianggap telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde), namun dapat diajukan kembali gugatan mengenai objek hukum tersebut, hal ini sama dengan putusan yang diambil melalui penyelesaian perkara non litigasi yaitu melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) juga tidak dapat diajukan banding atau kasasi tetapi dapat diajukan gugatan baru ke pengadilan mengenai objek hukum dalam perkara tersebut.  Kebenaran yang hendak dicapai dalam hukum acara perdata berbeda dengan kebenaran yang hendak dicapai dalam hukum acara pidana.  Kebenaran yang hendak dicapai dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil artinya hakim dalam perkara pidana wajib menyelidiki sedalam-dalamnya seuatu kejahatan yang dituduhkan atas diri seseorang, misalnya dalam perkara pidana, terdakwa yang mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya, maka hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tersebut hanya karena pengakuannya saja tetapi harus didukung oleh alat-alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana disertai keyakinan hakim itu sendiri bahwa orang tersebut benar-benar bersalah.

D. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia meliputi :

1. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), berlaku untuk daerah Jawa & Madura, namun sekarang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

2. RBg (Reglement Buitengewesten), sekarang menjadi Reglemen untuk daerah seberang yaitu luar Jawa & Madura, memuat hal-hal untuk beracara di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

3. RV (Rechtvordering), memuat hal-hal yang tidak diatur dalam HIR dan RBg sehingga dapat mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.  Dalam Pasal 10 undang-undang tersebut diatur mengenai macam-macam peradilan yang ada di Indonesia yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yang tidak mengatur tentang upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 telah diatur mengenai upaya hukum PK.

6. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 6 juncto Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar masih berlakunya HIR sebagai salah satu sumber hukum acara perdata.

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
8. Yurisprudensi
9. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), seperti SEMA No. 2 Tahun 1974 yang tidak memberlakukan lagi penyaderaan/Geizzeling karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan atau nilai-nilai Pancasila.

10. Doktrin
